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ABSTRACT

President of the Republic of Indonesia plays a central role in running the government.
He/she has the responsibility for the successes and failures in achieving the state’s
objectives. Almost a decade ago, the president should have been deemed to blame on
the crisis, but his accountability was difficult to present. While the president’s
accountability had not materialized vet, the Indonesian constitution of 1943 was
amended. Unfortunately provisions of the president’s accountability are not explicitly
regulated. This article raises an issue on how the president should be heid responsible.
It concludes that there are two aspects of accountability that he/she must carry on that
are before and after his‘her occupancy.

PENDAHULUAN

Sejak merdeka, Indonesia
telah mengalami pasang surut
kehidupan kenegaraan. Berbagai
hal perubahan sering mewarnai
kondisi negara, bahkan perubahan
itu menyangkut hal vyang
mendasar sekalipun. Misainya,
Indonesia  pernah  mengalami
perubahan bentuk negara dari
negara Kesatuan berdasarkan
Undang-undang  Dasar 1945
(UUD  1945) menjadi  negara
Serikat berdasarkan Konstitusi
Republik  Indonesia  Serikat

" Stzf Pengajar Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara Jakarta,

(Konstitusi  RIS)  sejak 27
Desember 1949, Tak lama
kemudian, bentuk negara ini

berubah menjadi negara Kesatuan
kembali berdasarkan Undang-
undang Dasar Sementera (UUDS)
sejak tanggal 8 Agustus 1950.
Sejak itu, bentuk negara ini
tampaknya terus dipertahankan
hingga kini meski UUD Negara
Republik Indonesia mengalami
perubahan.

Sejak kembali ke UUD 1945
tahun 1959, tampaknya Indonesia
telah memantapkan diri dengan
UUD 1945 sebagai hukum
dasarnya, Hal ini pernah dinva-
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takan oleh bangsa Indonesia
melatui Mayjelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) dalam
Ketctapannya nomor XX/MPRS/
1966 tentang Sumber Tertib
Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan Negara Republik
Indonesia. Dalam Ketetapan MPR
tersebut, UUD 1945 dinyatakan
sebagai sumber hukum  bagi
pembentukan hukum di
bawahnya. Lebih dari itu, pada
tahun 1984, MPR menetapkan
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR-
RI/1984 tentang Referendum,
yang di dalamnya memuat tekad
bangsa Indonesia untuk tidak
mengubah UUD 1945, Apabila
ada pihak yvang ingin
mengubahnya, maka hal itu harus
ditanyakan kcpada seluruh rakyat
Indonesia  melaiui  referendum.
Dari sini tampek bahwa UUD
1945 dijadikan landasan hukum
konslitusional yang tetap, dap
sulit dilakukan perubahan.
Menjelang akhir abad ke-20,
saat berada pada usianya vang ke-
53 tahun, tepatnya sejak awal
tahun 1998, Indonesia mengalami
krisis ekonomi yang merambah
pada krisis ketatanegaraan
(politik). Krisis ini berawal dari
lemahnya kondist ckonomi
Negara Republik Indonesia yang
tidak mampu membayar hutang
pada negara lain.  Akibatnya
rakyat dan elemen bangsa lainnya
tidak lagi mempercayai
Pemerintah  Orde  Baru  yang

sedang  berkuasa.

Penguasa
Pemerintah Orde Baru dianggap
sebagai penycbab krisis ini dan
Pemerintah yang korup serta
diktator. sehingga rakyat dan
clemen bangsa lainnya meminta

pertangungjawaban Presiden
untuk  turun  dari  jabatannya.
Selain itu, rakyat dan clemen
bangsa lainnya juga  tidak
mempcrcayai lagi Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sebagai lembaga penyalur
aspirasi  rakyat. Ruakyat dan
elemen bangsa menuntut agar
MPR dan DPR dibubarkan,
bahkan  muncul isu  vang
diusungkan rakyat agar dibentuk
Komite Rakyat Indonesia. Melihat
gejolak rakyat dan elemen bangsa
yang makin tidak mempercayal
penyelenggara  pegara, maka
Presiden Socharto menyatakan
dirinya mundur dari jabatannya
pada tangga 21 Mei 1998 dan
posisinya diganti olch Wakil
Presiden, BJ. Habibie sebagai
Presiden.

Tuntutan reformasi  tidak
berhenti pada mundurnya
Presiden  Soeharto.  Tunutan-
tuntutan lainnya terus diusungkan,
yang salah  satunya adalah
mengamandemen UuD 1945,
karena dianggap sudah tidak
sesuai  dengan  perkem-bangan
kehidapan ketatane-garaan. MPR
merespon  baik  tuntutan g,
sehingga sejak tahun 1999 hingga



kini, UUD 1945 telah menalami
empat kali perubahan, melalui
sidang MPR tahun 1999, 2000,
2001, 2002. perubahan ini
membuktikan bahwa UUD 1945
yang dahulu dianggap “sakral”,
sehingga tidak ingin diubah, kini
tidak lagi memiliki nilai magis
seperti itu. Konsekuensi dari
perubahan tersebut, Indonesia
mengalami perubahan hukum dan
kerangka ketatanegaraan yang
sangat mendasar.

Khusus menyangkut
Presiden dan Wakil Presiden,
selain  mengubah  ketentuan
tentang lembaga dan carma
pemilihannya, UUD 1945 juga
telah diamandemen masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden.
Masa jabatan Presiden yang diatur
dalam Pasal 7 UUD 1945 berubah
menjadi Presiden dan Wakil
Presiden memiliki masa jebatan
selama masa lima tahun dan
dapat pilih kembali untuk satu keli
masa jabatan berikutnya.
Ketentuan ini menjawab ketidak-
jelasan batas masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden yang
diatur sebelumnya, yang
menyebutkan ~ “Presiden  dan
Wakil Presiden memiliki masa
jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih
kembali”. Ketidakjelasan keten-
-uan sebelumnya terletak pada
~arapa kall (periode) seseorang
~oleh menjabat Presiden atau
"Wakil Presidenl ketentuan imi
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tidak jelas batasnya.. Melalui
perubahan Pasal 7 tersebut. UUD
1945 telah membatasi secara jelas
dan tegas masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden paling lama
dua kali (periode) masa jabatan.
Perubahan lain dari
amandemen UUD 1945 adalah
tentang pertanggungjawaban
Presiden. Hal ini dilatarbelakangi
masalahan Presiden pada
Pemerintahan Orde Baru,
penyerahan jabatan Presiden dan
mantan Presiden Soeharto ke
Wakil Presiden B.J. Habibie, dan
pertanggungjawaban Presiden
K H. Abdurrahman Wahid. Pada
masa Presiden-Presiden tersebut
muncul  dilema  pertanggung-
jawaban Presiden, yang bernada
pro dan kontra antara pihak
Presiden dengan masyarakat atau
lembaga negara lain, Proses
hukum vyang diambil dalam
penyelesaikan pertanggungja-
waban Presiden ditanggapi secara
berbeda-beda antara pihak vang
satu dengan yang lain. Akibatnya
penyelesaian perma-salahan itu

masih menimbulkan rasa
ketidakadilan oleh pihak yang
bersangkutan.

Meskipun masith menim-
bulkan persoalan scperti di atas,
ketentuan  mengenal  pertang-
gungjawaban  Presiden  pasca
amandemen UUD 1945 makin
tidak  jelas. Apakah ini
menunjukan masalah  pertang-
gungjawaban  Presiden  udak
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I1.

diperlukan lagi? Apabila ia,
apakah  jabatan publik vang
diemban oleh Presiden tidak patut
dipertanggungjawabkan?  Siapa
yang harus bertang-gungjawab
apabila tugas vang dilaksanakan
Prcsiden  ternyata  membawa
kehancuran terhadap bangsa dan
negara Indonesia?

Beberapa  ketentuan  dan
persoalan di atas menarik untuk
dikaji secara ilmiah, mengingat
jabatan publik dapat berdampak
besar pada kehidupan bangsa dan
negara Indonesia. Hal itulah yang
menjadi daya tarik penulis untuk
mengkajl  masalah ini  dalam
tulisan yang sederhana ini.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut
di atas tampak bahwa Jabatan
Presiden adalah salah satu jabatan
yang tctap ada meskipun UUD
1945 telah  diubah.  Pertang-
gungjawaban Presiden akan terus
menjadi permasalahan, sehingga
periu ada kejelasannya. Meng-
ingat ketentuan UUD 1945 setelah
diubah tidak menyebutkan sccara
eksplisit ketentuan tentang
pertanggungjawaban Presiden,
maka permasalahan yang ingin

diangkat oleh penulis adalah
bagaimana  pertanggungjawaban
Presiden  Republik  Indonesia

sctelah UUD 1945 diubah?

HI. JABATAN DAN PENGISIAN

JABATAN PRESIDEN
Di Indonesia terdapat jabat-
an atau lembaga negara yang

disebut Presiden. Jabatan ini
sebagai konsekuensi komitmen
bangsa Indonesia yang mene-
tapkan  pemerintahan  negara

berbentuk  Republik. Hal ini
terlihat datam Pasal 1 Ayat (1)
UUD 1945 vyang menyatakan
bahwa Necgara Indoncsia adalah
negara Kesatuan vang berbentuk
Republik. Dalam (eort Hukum
Tata Negara dikenal dua bentuk
pemerintahan vaitu Pemerin-tahan
Kerajaan  dan  Pemerin-tahan

Repubhk. Ini  berarti Peme-
rintahan Republik adalah
kebalikan  dari  Pemerintahan
Kerajaan.

Pemerintahan Kerajaan
adalah pemcrintahan yang
dipimpin olch scorang Raja yang
diangkat berdasuarkan asas
keturunan. Tidak semua orang

atau warga negara mempunyal
hak menjadi Raja, dan rakyat
tidak memiliki kekuasaan untuk
menentukan siapa yang dipercaya
memimpin pemerin-tahan negara.
Hanya orang yang mempunyai
garis Kketurunanlah yang mem-
punyai  hak  menjadi  Raja,
Sebaliknya, dalam Pemerintahan
Republik, kepala pemerintahan
ditentukan oleh orang banyuk,
dalam hal ini adalah rakyat yang
berdaulat di dalam negara. Rakyat
mempunyai  hak memilih  dan



dipilih  untuk menjadi kepala
pemerintahan. Karena itu
Pemerintahan Republik adalah
pemerintahan  yang  ditentukan
oteh dan diperuntukan bagi umum
(rakyat).s Dalam hal ini rakyat
berhak menentukan pemerintahan
vang dipimpin oleh seorang
Presiden (Moh Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim, 1980: 22.).
Selain ada jabatan lembaga
Presiden, dalam UUD 1943 juga
terdapat beberapa lembaga negara
jain, yaitu Majelis Permusya-
waratan Rakvat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK),
Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah  Konstitusi (MK),
Komisi Pemilian Umum (KPU),
dan Dewan Petimbangan. Di
antara lembaga-lembaga negara
tersebut, DPD, MK, KPU, serta
Dewan  Pertimbangan adalah
lembaga negara baru yang
sebelumnya tidak ada dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sementara itu, satu lembaga
negara vang sebelumnya ada
(ketika UUD 1945 belum diubah)

kemudian  ditiadakan  adalah
Dewan Pertimbangan Agung
(DPA).

Sebelum UUD 1945 diubah,
lembaga-lembaga negara memi-
liki kedudukan yang jelas dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hal ini terlihat dari Penjelasan
Umum UUD 1945 (ketika masih
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berlaku) yang menempatkan MPR
sebgaai lembaga ncgara tertinggl
sedang-kan lembaga-lembaga
negara lainnya sebagai lembaga
negara tinggi. Sebagal lembaga
negara tertingi, kedudukan MPR
berada di atas lembaga-lembaga
negara lainnya. Demikian pula
sebaliknya. Dari sini tampak
bahwa sebelum UUD 1945
diubah, kedudukan  Presiden
adalah sebagai lembaga tinggi
negara, vang berada di bawah
MPR. Lebth lanjut dijelaskan
dalam Penjelasan Umum UUD
1945  angka I, kedudukan
Presiden tidak neben tetapi
undergeordnet kepada MPR., vang
berarti kedudukan Presiden tidak
sejajar tetapi berada di bawah
MPR. Meskipun demikian, pada
Penjelasan Umum UUD 1045
angka IV disebutkan bahwa di
bawah Megjelis Permusyawaratan
Rakyat, Presiden adalah
penyvelenggara pemerintah negara
yang tertinggi.

Setelah UUD 1945 diubah,
kedudukan lembaga-lembaga
negara tersebut di atas tidak diberi
penjelasan lebih lanjut. Penjelasan
UUD 1945 vyang di dalamnya
mengatur  kedudukan  lebaga
negara dinyatakan tidak lagi
sebagai ketentuan yang berlaku.
sehingga ketetuan yang mengatur
kedudukan  lembaga  negara
menjadi tidak ada. Hal ini tampak
jelas dari Ketetapan MPR No.
[I/MPT/2000 tentang Summber
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Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan Pasal T Ayat
(3) yang menyebutkan:

(3)  Sumber hukum dasar

. nasional adalah Pancasila
sebagaimana yang tertulis
dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945, vaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan vang
dipimpin  oeh  hikmah
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwa-
kilan, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan  Batang
Tubuh Undang-undang
Dasar 1945,

Dengan  tdak  dinyatakannya
Penjelasan UUD 1945 sebagai
hukum dasar nasional, maka
keberadaan penjelasan tersebut
sebagai peraturan yang mengikat
sudah tidak ada lagi. Dengan
demikian, maka UUD 1945 yang
dinyatakan sebagai sumber
hukum dasar hanya terdiri atas
dua bagian, yaitu Pembukaan dan
Batang Tubuhnya.

Di dalam Pembukaan
maupun Batang Tubuh UUD 1945
tidak  ada  ketentuan  yang
menycbutkan lembaga negara
tertinggl  dan  lembaga negara
tinggi. Apakabh ini berarti hal 1tu
tidak ada lagi? Persoalan ini dapat

dilihat dari fungsi MPR scbelum
dan scsudah UUD 1945 diubah.
Sebelum UUD 1945 diubah, MPR
berfungsi sebagai pclakun keda-
ulatan rakyat. Meskipun
kedaulatan negara Indonesia ada
di tangan rakyat tetapi MPR-lah
vang melaksanakan sepenuhnya
kedaulatan rakyat [Pasal 1 Ayat
(2}]. Kedaulatan negara Indonesia
kepunvaan  rakyat (Harmaily
Ibrahim, 1999: 13), tetapi MPR-
lah satu-satunya lembaga negara
vang melaksanakan kedaulatan
rakyat (Sri Soemantri, 1986: 157).
Ditetapkannya  MPR  sebaga:
pelaku kedaulatan rakyat, karena
dalam Penjelasan Umum UUD
1945 dinyatakan MPR adalah
vertretung organ des willenn der
staatvolkens {MPR adalah
penjelmaan  seluruh  kehendak
rayat Indonesia). Sebagai lembaga
penjcimaan rakyat, pada
hakikatnya MPR adalah rakyat itu
sendiri, schingga ketika rakyat
melakukan Kkedaulatannya dapat
menjelma-kan  dirinya  dalam
wujud MPR

Sebagai pelaku scpenuhnya
kedaulatan rakyat, Penjefasan
Umum UUD 1945 angka 1II
menempetkan  MPR  memegang
kekuasaan tertinggi negara (Die
gezamte Staatgewelt liegi allein
bei der Majelis). Hal ini juga
dinyatakan  dalam  Penjelasan
Pasal 1 bahwa Majelis Permu-
syawaratan Rakyat adalah
penyelenggara  negara  yang



tertinggi, Mejelis ini dianggap
sebagai penjelmaan rakyat yang
memagng kedaulatan negara,
Lebih lanjut dijelaskan dalam
Penjelasan Umum UUD 1943
angka , Il  bahwa Presiden
menjalankan haluan negara vang
telah ditetapkan oleh Majelis.
Presiden diangkat oleh Majelis. Ia
adalah mandataris dari Majelis. la
wajib  menjalankan  putusan-
putusan Majelis. Presiden tidak

neben  tetapi untergeordnet
kepada  Majelis. Ketentuan
tersebut  menempatkan MPR

sebagai lembaga negara tertinggi
sedangkan  Presiden  sebagai
lembaga negara yang berada di
bawah MPR yang sejajar dengan
lembaga negara lainnya, yang
disebut sebagai lembaga tinggi
negara.

Setelah UUD 1945 diubah
dan Pemelasan UUD 1945
ditiadakan, Pasal 1 Ayat (2)
menyatakan  Kedaulatan  ada
ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuthnya menurut  Undang-
undang Dasar. Ketentuan yang
menyatakan MPR sebagai pelaku
sepenuhnya kedaulatan rakyat
ditiadakan dan diubah dengan
(kedaulatan) dilakukan sepenuh-
nya menurut UUD. Ketentuan ini
tetap menempatkan kedaulatan
negara Indonesia ada di tangan
rakvat,  schingga  kekuasaan
negara tertinggi masih ada di
tangan rakyat. Kata “sepenuhnya
dilakukan menurut uuDbD
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mengandung arti  pelak-sanaan
kedaulatan rakyat disesuaikan
dengan ketentuan UUD 1945,
Apabila penulis  membkaijl
UUD 1945 vang telah diubah,
kedaulatan  rakyat  dilakukan
dengan dua cara, yaitu pertama
dilakukan sendiri secara langsung
oleh rakyat, dan kedua, dilakukan
tidak secara langsung oleh rakyat
melainkan oleh lembaga-lembaga
negara yang diatur dalam UUD
1945. Kedaulatan rakyat yang
dilakukan langsung oleh rakyat
adalah pada saat rakyat memilih
wakilnya dan Presiden beserta
Wakil Presiden melalui Pemilihan
Umum. Hal ini scpertt yang
dinvatakan dalam Pasal 6A Ayat
(1). Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat dan
Pasal 22E Avat (1) Pemilihan
umum  diselenggara-kan untuk
memilih anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Kedaulatan rakyat yang
tidak dilaksanakan oleh rakyat
sendiri melainkan oleh lembaga-
lembaga negara adalah dalam hal:
1. menetapkan dan atau
mengubah  Undang-undan.
Dasar, vangt dilakukan c.2n
MPR {Pasal 3, Pasal 57«
2. menetapkan Undang-unZz=_
yang dilakukan olen Presizzz

o

dan Dewan Perwzsiizn 2z o



ERA HNUKUM NO. /TH. {3/SEFTEMRBER 2005

(DPR), hahkan dengan Dewan
Perwakilan Daerah saat
menetapkan  undang-undang
yang meterinya menyangkut
urusan Dacrah  {otonomi

» daerah} (Pasal 5 Ayat (1),
Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22A0;

3. mclaksanakan kekuasaan
pemerintahan  negara, yang
dilakukan oleh Presiden [Pasal
4 Ayat (D]

4, melaksanaan pemeriksaan
keuangan negara, yang dilaku-
kan oleh Badan Pemeriksa
Keuvangan (BPK) (Pasal 23A);

5. melaksanakan kekuasaan
kehakiman, yaitu kekuasaan
negara di bidnag peradilan,
vang dilakukan oleh lembaga
Mahkamah Agung (MA) dan
Mahkamah Konstitust (MK)
(Pasal 24, 24A, 24B, dan
24C);

6. melaksanakan pemilihan
umum untuk memilih wakil
rayat (DPR, DPR, dan
DPRD), dilaksanakan oleh
Komisi Pemilithan  Umu
{KPU) (Pasal 22E};

7. memberi pertimbangan kepa-
da Presiden, yang dilakukan
oleh Dewan Pertimbangan
yang dibentuk oleh Presiden
(Pasal 16).

Ketentuan di atas
memperlihatkan  semua lembaga
negara meclaksanakan kedaulatan
rakyat di bidangnya masing-
masing sesuai dengan ketentuan

A\
UUD 1945, Ketentuan tersebut
tidak membedakan adanya
lembaga terfinglr negara dan
lembaga tinggi negara, Ini berart
semua lembaga negara memiliki
kedudukan yang setara. Dengan
demikian, jabatan Presiden adalah
sebagal jabatan negara yang
sejajar dengan jabatan / lembaga
negara lainnya.

Setelah UUD 1945 diubah,
ketentuan  pengisian  jabatan
Presiden juga mengalami
perobahan. Scbelum UUD 1945
diubah pengisian jabatan Presiden
diatur  dalam Pasal 6, yang
kemudian diatur lebih lanjut
dengan Ketetapan MPR  No.
[I/MPR/1973 tentang Pemilihan
Presiden. Pasal 6 Ayat (1)
menyebutkan;  Presiden  adalah
orang Indonesia Asli, Ayat (2)-
nya menyatakan Presiden dan
Wakil Presiden dipilih  dan
diangkat oleh Majelis Permusya-
waratan rakyat dengan  suara
terbanyak

Meskipun  setiap  orang
memiliki hak yang sama untuk
mencalonkan  ataw  dicalonkan
menjadi calon Presiden, namun
menurut  Ketetapan MPR  No.
MM/MPR/1973  calon  Presiden
diusulkan  oleh  Fraksi  atau
gabungan Fraksi di MPR kepada
MPR. Calon vang diusulkan wajit
memenuhi syarat:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa,



sekurang-kurangnya

b. berusia
40 tahun,
¢. sehat jasmani dan rohani,

d. tidak terlibat
terlarang,

e. tidak sedang dicabui haknya
untuk dipilih,

f. tidak sedang diancan pidana
sekurang-kurangnya lima
tahun penjara,

g. berpendidikan sekurang-
kurangnya sekolah lanjutan
tingkat pertama atua sederajat,

Calon Presiden yang telah
diusulkan diangkat oleh MPR
dengan  mengutamakan  asas
permusyawaratan untuk mufakat.
Asas ini ditempuh lebih dahulum
oleh MPR dalam mengangkat
Presiden. Apabila  permusya-
waratan untuk mufakat tidak
tercapai, maka pengangkatan
Presiden didasar-kan pada suara
terbanyak yang diperoleh melalui
pemungutan suara (voting). Calon
Presiden vyang disetujui dalam
permusya-waratan atau mendapat
suara terbanyak diangkat dan
dilantik oleh MPR menjadi
Presiden.

Presiden terpilih diangkat
untuk masa jabatan fima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih
kembali (Pasal 7 UUD 1945
sebelum  diubah).  Ketentuan
memberi batsan satu kali masa
jabatan Presiden adalah lima
tahun. Setelahnya, apabila MPR
masih menghendakinya, Ia dapat
dipilih kembali menjadi Presiden

organisasi
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untuk periode masa jabatan lima
tahun berikutnya. Ketentuan ini
mengandung arti periodesasi masa
jabatan Presiden tidak terbatas,
sepanjang MPR masth memi-
lihnya. Hal ini terbukti dengan
diangkatnya lebih dari enam kah
masa jabatan (32 tabun) menjadi
Presiden. Kemudian, ketentuan ini
diuvbah  melalui  amandemen
pertama UUD 1945 tahun 1999,
sehingga Pasal 7 UUD 1945
berubah menjadi “Presiden dan
Wakil Presiden memegang masa
jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya
untuk satyu kali masa jabagtan”.
Ketentuan im1  dengan tegas
membatasi  seseorang menjadi
Presiden paling lama dua akli
masa jabatan (10 tahun), apabila
pada la dipilih kembali untuk
menjadi Presiden untuk kedua kali

masa jabatannya.
Sejalan dengan perkem-
bangan refornmasi, ketentuan

UUD 1945 vyang mengangkut
pengisian jabatan Presiden terus
dilakukan perubahan. Pada tahun
2001, MPR melakukan perubahan
UUD 1945 untuk ketiga kalinya.
Dalam perubahan itu timbul
beberapa ketentuan perubahan dan
ketentuan baru mengenai pengi-
sian jabatan Presiden, vaitu:

Pasal 6:
(1) Calon Presiden dan (Czi--
Wakil Presiden ittt
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seorang ~ warga  negara
Indonesia sejak lahir dan
tidak pernah menerima
kcwargancgaraan lain kare-
na kchendaknya sendiri,
tidak pcrnah menghianati
negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk
melaksanakan  tugas dan
kewajiban sebagal Presiden
dan Wakil Presiden.

Syarat - syarat menjadi
Presiden dan Wakil
Presiden diatur lebih lanjut
dengan undang-undnag.

Pasal 6A:

{1} Presiden dan Wakil
Presiden dipiiih dalam
satu  pasangan  secara

(2)

(3)

langsung oleh rakyat.
Pasangan calon Presiden
dan  Wakil  Presiden
divsulkan  olch  partai
politik atau  gabungan
partai  politik  peserta
pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan
umum.

Pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden yang
mendapat suara lebih dari
lima puluh persen darl
jumlah suara pemilihan
umum dengan sedikitnya
dua pulubh persen suara
disctiap provinsi yang
tersebar  di lcbih  dan
setengah jumlah provinsi
di TIndonesia  dilantik

F

menjadi  Presiden  dan
Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada

pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden terpi-
lih, dua pasangan calon
yang memperoleh suara
terbanyak pertama  dan
kedua dalam pemilihan
umum dipilih oleh rakyat
secara  langsung  dan
pasangan yang memper-
oleh suara rakyat terba-
nvak dilantik  menjadi

Presidn dan Wakil
Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan

pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Icbih lan-
jut diatur dalam undang-
undang.

Ketentuan tersebut di atas
memperlihatkan bahwa Presiden
dan Wakil Presiden tidak lagi
dipilih oleh MPR tetapi dipilih
langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum, calon Presiden
dan Wakil Presiden wajih meme-
nuhi syarat yang diatur dalam
Pasal 6 yang diatur lebih lanjut
dalam UU, calon Presiden dan
Wakil Presiden merupakan
Pasangan yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai
politik, ada syarat perolehan suara
rakyat  pemilih  yang  wajib
diperoleh oleh pasangan calon
Presiden dan  Wakil Presiden
untuk  menjadi  Presiden, dan
ketentuan  penilihan  presiden



diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal
6 dan 6A di atas, pada tanggal 31
Juli 2003 legislatif {Presiden dan

DPR) emengeluarkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemiithan Unum
Presiden dan Wakil Presiden.
Dilihat dari isinya, UU ini
mengatur  tentang  ketentuan

umum, peserta pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, hak memilih,
penyelenggara pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, pendaftaran
pemilith, pencalonan, kampanye
dan dana kampanye, pemungutan
dan penghitungan suara, pene-
tapan calon terpilih dan pelan-
tikan, penghitungan dan pemu-
ngutan suara ulangf pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dan
pemile  Presiden dan Wakil
Presiden susulan, pengawasan
beserta penegakan hukum dan
pemantauan pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, ketentuan pidana,
ketentuan lain-lain, ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup,

Khusus mengenal pengisian
jabatan Presiden menurut UU
Penilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, secara singkat

dapat penulis uraikan sebagai

beriut:

1. Calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan secara
berpasangan  oleh  partai

politik atau gabungan partai
polittk yang memperoleh

!\J
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sekurang-kurangnya 15%
(lima belas persen) dari
jumlah kursi DPR atau 20%
(dua puluh persen) dan
perclehan suara sah secara
nasional dalam Pemilu DPR
{Pasal 5);

Calon Presiden dan Wakil
Presiden wajib memenuhi
svarat bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. warga negara
Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena
kehendaknva sendiri, tidak
pernah menghianati negara,
mampu sccara rohani  dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden,
bertempat  tinggal  dalam
wilayah Negara Kesatuan
Republik  Indonesia, telah
melaporkan kekayaannya
kepada instansi yang berwe-
nang memeriksa laporan
kekayaan penyeleng-gara
negara, tidak sedang memiliki
fanggungan  utang  secara
perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi
tanggung  jawabnya  vang
merugikan keuangan negara,
tidak sedang dinya-takan pailit
oleh putusan pengadilan, tidak
sedang dicabut hak pilihnyva
berdasarkan putusan penga-
dilan yang telah mempunvai
kekuatan hukum tetap. tidak
pernah melakukan perbuatar
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tecela, terdaftar sebagal
pemilih,  memiliki  nomor
pokok waijib pajak (NPWP)
dan  telsh  melaksanakan
kewajiban pajak selama 5
(lima) tahun terakhir yang
dibuktikan  dengap  Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan  Orang  Pribadi,
memiliki daftar riwayat hidup.
belum pernah menjadi sebagat
Presiden dan Wakil Presiden
selama dua kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama,
sctia kepada Pancasila sebagai
dasar negara, Undnag-undang
Dasar 1945, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945,
tidak pernah dihukum penjara
karena melakukan  tindak
pidana makar berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan huokum
tetap,  berusia  sckurang-
kurangnya 35 (tiga puluh
lima) tahun, berpendidikan
serendah-rendahnya SLTA
atau yang sedeerajat, bukan

bekas anggota  organisasi
terlarang ~ Partai ~ Komunis
Indonesia, termasuk organi-

sasi massa-nya atau bukan
orang yang terlibat labgsung
dalam G.30.8/PKI, dan tidak

pernbah  dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih (Pasal 6);

Pasangan calon Presiden dar
Wakil Presiden dipilih olel
rakyat dalam pemilihan umur
Presiden dan Wakil Presider
berdasarkan asas langsung
umuni, bebas, rahasia. jujur
dan adil (2):

Rakyat yang berhak memilil
adalah vyang pada saat har
pemungutan  suara sudal
berumur 17 (tujuh belas
tahun atau sudah / pernal
kawin. tidak sedang tergang
gung jiwa/ingatanya, tida
sedang dicabut hak pilibny
berdasarkan putusan penge
dilan yang telah mempuny:
kekuatan hukum tetap, sert
terdaftar sebagai pemiltih <
KPU (Pasal 7 dan 8);
Penyelenggara pemilihs
umuwmn Presiden dan  Wak
Presiden  adalah ~ Komi
Pemilihan Umum  (KPU
yaitu KPU yang menyelen
garakan  Pemilihan Umu
anggota DPR, DPR, d.
DPRD (Pasal 9);

Sebelum dilakukan pem
ngutan suara, diadakan kat
panye oleh pasangan cal
dan Tim Kampanye Yya
pedoman dan jadwal pelak:
naannya ditetapkan oleh KI
dengan memperhatikan W
dari pasangan calon (Pa
35),



7.

10.

Hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
ditetapkan oleh KPU (Pasal

46);

Pelaksanaan pemungutan
suara dilakukan pada tempat
pemungutan suara (TPS)/
tempat pemungutan suara luar
negeri  (TPSLN)  dengan
mencoblos  tanda  gambar

pasangan calon Presiden dan
Waki!l Presiden (Pasal 49-57);
Perhitungan suara dilakukan
di TPS/TPSLN  dengan
sisaksikan oleh saksi dari
pasangan calon dan dihadiri
oleh  pengawas  pemilu,
pemantau pemilu, dan warga
masyarakat (Pasal 58);
Perhitungan  suara  dapat
diulang apabila terdapat satu
atau lebih  penyimpangan:
perhitungan suara dilakukan
secara tertutup, perhitungan
suara dilakukan ditempat yang
kurang penerangan cahaya,
saksi pasangan calon atau
pengawas pemilu dan/atau
pemantau pemilu dan atau
masyarakat  tidak  dapat
menyaksikan perhitungan
suara, perhitungan  suara
dilakukan ditempat di luar
tempat dan waktu yang telah
ditentukan; dan/atau terjadi
ketidaksinkronan dalam me-
nentukan surat suara yang sah
dan surat suara vang tidak sah
(Pasal 70);

11.

12.
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Pemungutan suara ulangan
dapat dilakukan apabila terjadi
kerusuhan yang mengakibat-
kan hasil pemungutan suara
tidak dapat digunakan atau
perhitungan suara tidak dapat
dilakukan, atau karena
terbukti pembukaan kotak
suara dan/atau berkas pemu-
ngutan dan perhitungan suara
tidak dilakukan menurut tata
cara vang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undang-
an, atau petugas KPPS
meminta pemilih  memberi
tanda khusus atau menanda-
tangani atau menulis nama
atau alamatnva pada surat
suara vang digunakan, atau
lebih dari seornag pemilih
menggunakan hak pilih lcbih
dari satu pada TPS vang sama
atau berbeda, atau petugas
KPPS merusak lebihd ari satu
surat suara yang sudah
digunakan pemilih, atau lebih
bdari seorang pemilih yang
tidak  terdaftar  mendapat
kesempatan memberikan suara
di TPS (Pasal 71);

Pasangan calon vang
mendapatkan lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara
dalam pemilu Presiden dan
Wakil Presiden  dengzn
sedikitnya dua puluh persex
suara di setiap provinsl nimg
tersebar labih dari seieno-
jumlah provinsi & -2 :
diumumKkar

1. I“' ]
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dan  Wakil Presiden dan
dibuatkan berita acara hasil
pemilu Presiden dan Wakil
Presiden [Pasal 66 Ayat (2)];
13. Dalam hal tidak ada pacangan
+ calon terpilih  sebagaimana
dimaksud Pasal 66 Avat (2),
dua pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dipilih
kembali oleh rakyat secara
langsung dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden,
dan pasacangan yang mem-
perolch suara  tcrbanyak
diangkat menjadi Presiden dan
Wakil Presiden (Pasal 67);

14. Pasangan Presiden dan Wakil
Presiden terpilih  berumpah
menurut agama atau berjanii
dengan sungguh-sungguh dan
dilantik  oleh MPR dalam
Sidang MPR sebelum berakhir
masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden;

Dari  ketentuan di  atas,
tampak bahwa pengisian jabatan
Presiden setelah UUD 1945
diubah sangat ditentukan oleh
rakyat. MPR tidak lagi
menentukan siapa yang menjadi
Presiden, bahkan Wakil Presiden.
MPR hanya diberi wewenang
menerima sumpah dan mclantik
Presiden dan Wakil Presiden yang
telah dipilih oleh rakyat. Ini sesual
dengan  perubahan  pelaksanaan
prinsip  kedaulatan rakyat di
Indonesia. Seperti pada uraian di

atas, MPR bukan lagi sebagai
lembaga penjelmaan rakyat yang
melaksanakan sepenuhnya kedau-
latan rakyat, termasuk dalam hal
menentukan siapa yang menjadi
Presiden. MPR  hanya sebagai
lembaga negara, sebagaimana
lembaga negara lainnya, vyang
melaksanakan sebagian kedau-
latan rakyat sesuai dengan tugas
yang bditetapkan UUD, yaitw:
menctapkan  UUD  yang  baruy,
mengubah UUD, melantik
Presiden dan Wakil Presiden yang
telah dipilih rakyat, dan
memberhentikan Presiden (Pasal 3
UUD 1945 yang telah diubah).

IV. KEKUASAAN PRESIDEN

Apabila memperhatikan
ketentuan UUD 1945, kekuasaan
yang dimiliki oleh Presiden terkait
dengan fungsinya. Dalam
Penjelasan UUD 1945 angka IV
dinyatakan “Prcsiden 1alah penye-
lenggara pemerintahan negara
yang tertinggi di bawah Majelis”.
Selanjutnya dinyatakan “dalam
menjalankan pemerintahan
negara, kekuasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan Presiden
{concentration of power and
responsibility upon the Presiden”.
Penjelasan ini  tampak terkait
dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan
“Presiden  Republik  Indonesia
memegang Kekuasaan pemerin-
tauhan negara menurut Undang-
undang Dasar”. Fungsi im



menempatkan Presiden Republik
Indonesia sebagai Kepala Peme-
rintahan Negara atau peme-gang
kekuasaan eksekutif (sesuai pula
dengan Penjelasan Pasal 4 dan
Pasal 5 Avyat ( 2} serta Penjelasan
Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945), atau
pemegang kekuasaan pemerin
tahan riil (the real excecutive)
bukan sekadar memegang
kekuasaan nominal (the nominal
excecutive) (Philipus M. Hadjon
et. al., 1993: 84.).

Pada ketentuan lain. vaitu
penjelasan Pasal 10, 11, 12. 15,
14, dan 15 dijelaskan “kekuasaan-
kekuasaan Presiden dalam pasal
ini ialah konsekuensim dari
kedudukan  Presiden  sebagai
Kepala Negara”. Sebagai Kepala
Negara, Presiden  merupakan
lambangn kesatuan dan persatuan
bangsa (Moch. Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim, 1983: 208).
Dalam hal ini Presiden tidak
mempunyai kekuasaan real tetapi
kekuasaanya  hanya  bersifat
nomina! (the nominal excecutive)
(Philipus M. Hadjon et. al., 1993:
84.).

Selain  sebagai  Kepala
Pemerintahan dan Kepala Negara,
dalam Penjelasan Umum angka
IV dinyatakan “ia (Presiden)
adalah Mandataris MPR. Presiden
adalah lembaga negara yang
menerima mandat dari MPR
sehinggi Presiden wajib menja-
lankan putusan-putusan. Menurut
Pasal 98 Ketetapan MPR No.
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[/MPR/1983 tentang Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat
putusan MPR dapat berupa UUD,
Ketetapan MPR, dan Keputusan
MPR. Dalam pasal tersebut
dijelaskan lebih lanjut bahwa
LUD adalah hukum dasar negara
vang tertulis, Ketetapan MPR
adalah putusan MPR yang berlaku
mengikat ke luar dan ke dalam
MPR. sedangkan Kepu-tusan
MPR adalah putusan MPR yang
berlaku hanya ke dalam MPR.
Setelah UUD 1945 diubah
dan Penjelasan UUD 1945
dinvatakan tidak berlaku lagi,
maka ketiga fungsi Presiden di
atas tidak tersurat dengan jelas.
Meskipun demikian darl keten-
tuan-ketentuan vang ada dalam
Batang Tubuh UUD 1945, masih
terlihat fungsi presiden sebagai
Kepala Pemerintahan Negara dan
Kepala Negara. namun tidak lagi
sebagai mandataris MPR karena
selain ketentuan dalam penjelasan
LUUD 1945 tidak ada lagi.
Presiden juga tidak lagi dipilih
dan  diangkat oleh MPR
melainkan oleh rakyat langsung.
Sesuai dengan fungsi tersebut. di
bawah ini penulis kemukakan
kekuasaan yang dimiliki oleh
Presiden baik sebagai Kepaia
Negara maupun sebagal Kepaz
Pemerintahan Negara.
Sebagaimana dikemuxisin
di atas, sebagai Kepala Nzgzitz
Presiden mempunyval xen.ziziv
yang tidak real ez maino:



o
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bersifat nominal. Artinya, dalam

hal ini, Presiden tidak memiliki

Kekuasaan  memerintah  negara

secara  langsung  sehari-hari.

Kekuasaan ini meliputi kekuasaan

vang diatur dalam Pasal 11

sampal dengan [5 UUD 1945

(Moch. Kusnardi dan Harmaily

Ibrahim, 1983: 207-210), yaitu:

1. Presiden memegang kckua-
saan  tertinggt  kekuasaan
tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara (Pasal 10).

2. Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, mem-
buat perdamaian dan perjan-
1an dengan ncgara lain {Pasal
11 Avat (1)].

3. Presiden  dalam  membuat
perjanjian internasional lain-
nya vang menimbuikan akibat
yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait

dengan  bcban  keuangan
dan/atau mengharuskan peru-
bahan  atau  pembentukan

undang-undang harus dengan
persctujuan Dewan Perwakil-
an Rakyat [Pasal 11 Ayat (2}].

4. Presiden menyatakan keada-
an bahaya (Pasal 12).

5. Presiden mengangkat duta dan
konsul [Pasal 13 Avyat (1)].

6. Dalam  mengangkat  dota,
Presiden memperhatikan

pertimbangan Pewan Perwa-
kilan Rakyat [Pasal 12 Ayat

I
'—IJ'

7. Presiden menerima  penem-
patan duta negara lain dengan
memperhatikan  pertimbangan
Dewan  Perwakilan  Rakvat
(Pasal 12 Ayat (3)].

3. Presiden memberi grasi dan
rchatlitast  dengan memper-
hatikan pertimbangan Mahka-
mah Agung [Pasal 14 Ayat
(1]

9. Presiden memberi amnesu dan
abolist dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwa-
kilan Rakyat [Pasal 14 Avat
2)1.

10. Presiden memberi gelar. tanda
jasa, dan lain-lain  tanda
kehormatan (Pasal 15).

Tugas Presiden sebagai Kepala
Negara tersebut di atas, dalam
kenyataan sehari-hari susah
dibedakan dengan tugasnya scha-
gai Kepala Pemerintahan. Hal int
karena di  Indonesia, Kepala
Negara dan Kepala Pemerintzhan
dijabat oleh lemabag yang sama
Yaitu Presiden. Sepintas, pelaksa-
naan kedua fungsi oleh Presiden
memang susah dibedakan, namun
apabila melihat ketentuan di atas,
maka pelaksanaan fungsi Presiden
sebagai Kepala Negara tampak
jelas..

Kekuasaan Presiden seba-
gal Kepala Pemerintahan dapat
dibedakan atas  kekuasaan di
bidang eksekutif dan dibidang
legislatif {(Moch., Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim, 1983: 179)



Berikut ini penulis uraikan kedua
bidang kekuasaan Presiden.

1.

Kekuasaan  Presiden  di
bidang Eksekutif

Kekuasaan Presiden di
bidang eksekutif dapat dilihat
pada ketentuan Pasal 4 Avat
{1y UUD 1945 sebagaiman
telah penulis kemukakan di
atas. Kekuasaan ini meliputi
semua  lapangan  (bidang)
tugas administrasi  negara
(eksekutif) baik vang diten-
tukan oleh peraturan perun-
dang-undangan.  keten-tuan
yang tidak tertulis (kebiasaan)
mapun  berdasarkan  kebe-
basan bertindak untuk men-
capai tujuan  dibentuknya
pemerintahan  (Philipus M
Hadjon, 1993: 84-85). Hal ini
karena  Presiden adalah
penyeleng-gara  pemerintahan
real sehari-hari, yang memim-
pin dan melaksanaan kekua-
saan  pemerintahan  secara
nyata.

Menurut teori residu,
bidang kekuasaan eksekutif
adalah  bidang kekuasaan
negara selain dari kekuasaan
bidang legislatif (kekuasaan
membentuk  undang-undang)
dan  judikatif  (kekuasaan
mengadili)  (Philipus M
Hadjon, et al. 1993: 4)
Apabila teori ini dipakai untuk
melihat kekuasaan Presiden di
bidang  eksekutf menurut
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manurat UUD 1945, maka
kekuasaan tersebut adalah
yvang tidak dijalankan oleh
lembaga Konstitutif (MPR),
legislatif (Preden, DPR dan
DPR), kekuasaan judikatif
(MA dan MK), kekuasaan
pemeriksaan keuvangan (BPK).
kekuasaan pemilihan umum

(KPU), kckuasaan dewan
pertim-bangan.
Sesuai dengan

Ketetapan MPR  No. HI/
MPR/2000 sebagaimana telah
dikemukakan penulis pada
uraian sebelumnya, kckuasaan
eksekutif vang ditentukan olch
peraturan perundang-undang-
an dimaksud adalah kekua-
saan vang telah ditentukan
oleh UUD. Ketetapan MPR,
UU/Perpu. Peraturan Peme-
rintah (PP}, maupun peraturan
lain di bawahnya. Semua
bidang tugas (urusan) yang
telah diatur dalam peaturan
perundang-undang-an tersebut
dan bukan menjadi kewe-
nangan lembaga lain, maka
harus  dilaksanakan  oleh
Presiden.

Kekuadaan Presiden di
bidang eksekutif vang
didasarkan pada ketentuan
yang tidak tertulis (kebia-
saan) adalah kekuasaan vang
berkaitan dengan hal-hal vang
sudah menjadi  kebiasaan
praktek penvelenggaraan
negara. vang disebur Jerzin
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kebiasaan (konvensi} ketata-
negtaraan. Konvens: Ketata-
ncgaraan adalah  perbuatan
dalam  kehidupan  ketata-
negaraan  yang  dilakukan
betulang-ulang sehingga dite-
rima dan ditaati dalam praktek
(Moh Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim, 1984: 50-51).
Konvensi ini diakui sebagai
sumber hukum tidka tertulis
yang dapat dijadikan dasar
bertindak, termasuk dasar
bertindaknya pemerintah,
dalam menjalankan tugas-
tugas pemerintahan. Sbagai
contoh, Presiden menyam-
paikan pidato kenegaraan di
hadapan sidang Dewan
Perwakilan  rakyat  setiap
tanggal 16 Agustus, Presiden
menyampaikan Rancangan
Undang-undang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja
Negara setiap awal akhir
tahun kepada Dewan
Perwakilan  Rakyat (Moh
Kusnardi dan Harmaily
[brahim, op. cit., 1983 50.).
Kedua  contoh konvensi
tersebut tidak diatur secara
tertulis dalam peraturan
perundang-undangan,  tetapi
ditaati oleh Presiden untuk
melakukan  kegiatan  yang
sama.

Kekuasaan Presiden di
bidang eksekutif yang dida-
sarkan  pada  kebebasan
bertindak  (freies ermessen

atau discretionaire) {Philipus
M Hadjon. 1993: 148-149).
Kewcnangan ini dimiliki oleh
sctiap  pcjabat  pemerintah
(administrasi negara) dalam
rangka efektivitas dan
efisiensi tugas pemerintah.
Kebebasan bertindak dimak-
sud  adalah  kewenangan
pemerintah untuk bertindak
tanpa terikat pada peraturan
perunsang-undangan demi
tercapainya tujuan adminis-
{rasi negara atau pemerintah.
Kekuasaan  Presiden
tersebut  di  atas  meliputi
semua bidang tugas peme-
rintahan, yang apabila dipilah-
pihal ~ bentuk  kegi-ataan
pelaksanaan  kekuasa-annya
dapat dibedakan atas
perbuatan:
1. melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang

menjadi kewenangan
bidang eksekutif {adminis-
trasi negara)  (sesuai
ketentuan ~ LUUD  dan
peraturan lain di
bawahnva).

2. membuat peraturan

pengganti undang-undang,
dalam hal negara dalam
keadaan  gentuing  vyang
memaksa (Pasal 22 UUD
1945).

3. membuat peraturan pelak-
sana dari udang-undang
dalam bentuk Peraturan
Pemerintah (PP) (Paal 5



Avat (2) ULD 1945},
Keputusan Presiden (Pasal
(4 Ayat (1) UUD 1945);

4. melimpahkan kewenang-
an membuat peraturan
pelaksana dan peraturan
otonom pada Menterl atau
Kepala Lembaga Peme-
rintah  Non Departemen
(Ka. LPND) (Pasal 17
UTUD 1945) dan Pemerin-
tah Daerah serta Legislatif
Daerah (DPRD) (Pasal 18
UUD 1945 jo UL No. 22
Tahun 1999  1cntang
Pemerintahan Dacrah).

5. membuat peturan kebi-
jakan (beleidregels) ber-

dasarkan kewenangan
diskresi atau  frefes
ermessen.

2. Kekusaan Presiden di
bidang Legislatif

Presiden Republik Indonesia
juga memiliki keterlibatan dalam
kekuasaan legistalif, yakni
kekuasaan membentuk undang-
undang. Dalam UUD 1945 telah
diatur beberapa ketentuan tentang
pembentukan undang-undang
sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) Presiden berhak menga-
jukan rancangan un-
dang-undangan kepada
Dewan Perwakilan Rak-
yat,
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Pasal 20:

(1) Dewan Perwakilan Rak-
yat memegang kekuasa-
an membentuk undang-
undang.

(2) Setiap rancangan un-
dang-undang  dibahas
oleh Dewan Perwakilan
Rakvat dan Presiden
untuk mendapatkan per-
setujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-
undang itu tidak menda-
pat persetujuan bersama,
rancangan  undang-un-
dang 1tu tidak boleh
diajukan lagi dalam
sidang Dewan Perwa-
kitkan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan
rancangan undang-
undang  vang telah
disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan
undang-undang  yang
telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan
oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh han

semenjak rancangan
undang - undang itu
disetujui, rancangan

undang- undang itu sah
menjadi undang-undang
dan wajib diundangkar.

Pasal 20A:
{1} Dewan Perwakizn Razx-
vat mempunyil TinLE
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lcgislasi, fungsi ang- peraturan pemerintah itu

garan, dan fungsi harus dicabul,
pengawasan,
Pasal 22A:
Ketentuan lebih  lanjut
' tentang tata cara
Pasal 21: pembuatan undang-

(1) Anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat berhak
mengajukan usul  ran-
cangan undnag-undang.

{2) Jika rancangan undang-

undang  diatur  dengan
undang-undang.

Pasal 22D:
(1) Dewan Perwakilan Dae-

undang itu  meskipun
disetuyjui  oleh Dewan
Perwakilan Rakyat,
tidak  disahkan  oleh
Presiden, maka rancang-
an tadi  udak dapat
dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa
itu.

Pasal 22:

(2) Dalam hal ihwal
kegentingan yang
memaksa, Presiden
berhak menetapkan
peraturan  pemerintah
sebagai pengganti

undung-undang.

(3) Peraturan pemerintzh itu

[y

harus mendapat
persetujuarn Dewan
Perwakilan Rakyat

dalam persidangan yang
berikut.

fika tidak mendapat
persetujuan, maka

(2) Dewan

rah dapat menga-jukan
kepada Dewan Perwa-
kilan Rakvat rancangan
undang-undang yang
berkaitan dengan otono-
mi daerah, hubungan
pusat dan dacrah,
pembentukan dan peme-
karan  scrta  pengga-
bungan daerah, penge-
lolaan sumber daya alam
dan sumber daya
ekonomi lainnya, scrta
yang berkaitan dengan
perimbangan sumber
keuangan pusat daerah.
Perwakilan
Daerah ikut membahas
rapncangan undang-
undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah,
hubungan pusat  dan
daerah, pemben-tukan
dan pemekaran  serta
penggabungan  daerah,
pengelolaan sumber
daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya,



serta vang berkaitan
dengan  per-imbangan
sumber keuangan pusat
daerah, serta memberi
pertim-bangan  kepada

» Dewan Perwakilan Rak-
yvat atas  rancangan
undang-undang
anggaran  panda-patan
dan belanja negara dan
rancangan undang-
undang vang berkaitan
dengan pajak, pendi-
dikan dan agama.

Dari beberapa ketentuan tersebut
di atas, dapat penulis kemukakan
bahwa:

1.

lembaga yang terlibat dalam
pembentukan ~ UU pada
prinsinya ada tiga, vyaitu
Presiden, DPR, dan DPR.
Meskipun demikian, keter-
libatan DPD dalam pemben-
tukan UU hanya terbatas pada
hal-hal vang ada hubungannya
dengan  otonomi  daerah,
seperti diuraikan di atas,

Dalam  membentuk Uy,

Presiden, DPR, dan DPR

memiliki hak dan kewenangan

yang berbeda, yaitu:

a. Presiden memiliki hak
mengajukan rancangan
undang-undang, memba-
has rancangan undang-
undangan bersama DPR
(dan DPD untuk RUU
yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubung-
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an pusat dan daerah.
pembentukan dan peme-
karan serta penggabungan
daerah. pengelolaan sum-
ber daya alam dan sumber
dava ekonomi lainnya,
serta  vang  berkaitan
dengan perimbangan sum-
ber  keuangan  pusat
daerah, serta memberi
pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
alas rancangan undang-
undang anggaran penda-
patan dan belanja negara
dan rancangan undang-
undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan
dan agama); dan menge-
sahkan rancangan undang-
undang menjadi undang-
undang. Dalam membahas
RUU, Presiden berwenang
menyetujui atan menolak
RUU, dan dalam menge-
sahkan RUU menjadi UU
Presiden dapat menge-
sahkan atau  menolak
untuk mengesahkan.

DPR mempunyal kekua-
saan membentuk undnag-
undang, memiliki  hak
mengajukan  usul  ran-
cangan  undang-undang.
membahas ran-cangan
undang-undang  bersam:
Presiden (dan DPD uniie
RUU  vang
dengan otonem: Iz
hubung-an  puszt I:

horailian
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]

daerah, pembentukan dan
peme-karan serta pengga-
bungan dacrah, penge-
lolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta  yang
berkaitan dengan perim-
bangan sumber keuangan

pusat daerah, serta
memberi pertimbangan
kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyat atas

rancangan undang-undang
anggaran penda-patan dan
belanja negara dan
rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan
agama). Dalam membahas
RUU, DPR berwenang
menyetujui atau menolak
RUU,

DPD memiliki hak
mengajukan rancangan
undang-undang,  khusus
vang berkaitan  dengan
otonomi daerah, hubung-
an  pusat dan daerah,
pembentukan dan peme-
karan serta pengga-bungan

daerah. pengelo-laan
sumber duaya alam dan
sumber  dayva  ekonomi
lainnyva. serta  vang

berkaitan dengan perim-
bangan sumber keuangan

pusat daerah: ikut
mcmbahas rancang-an
undang-undang vang

berkaitan dengan otonomi

daerah, hubung-an pusat
dan daerah, pembentukan
dan  peme-karan  serta
penggabung-an daerah,
pengeloiaan sumber daya

alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta
vang berkaitan dengan
perim-bangan sumber
keuangan pusat daerah;
dan  memberi  pertim-
bangan kepada Dewan

Perwa-kilan Rakyat atas
rancangan undang-undang
anggaran panda-patan dan
belanja negara dan
rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan
agama.

Dari uraian di atas, Presiden
memiliki peran lebih besar di
bidang legislatif ~dibandingkan
dengan DPR dan DPD, karcna
Presiden berperan dalam  tiga
tahap  pembentukan  undang-
undang, sedangkan DPR dan DPR
yang berperan dalam dua tahap
pembentukan ~ UU.  Presiden
berperan pada tahap pengajuan
RUU, tahap pembahasan RUU,
dan tshap pengesahan RUU,
scdangkan DPR dan DPD hanya
berperan pada tahap pengajuan
RUU dan tahap pembahasan
RUU.Selain itu, Presiden lebih
menentukan  terbentuknya UU
dibandingkan dengan DPR dan
DPD. Selain dapat menolak RUU



pada tahap pembahasan, Presiden
juga dapat menolah mengesahkan
RUU meskipun RUU tersebut
sudah mendapat persetujuan DPR
(dan DPD). DPR dan DPR hanya
dapat thenolak RUU pada pada
tahap pembahasan, dan DPR serta
DPD tidak memiliki kewenangan
mengesahkan RUU menjadi UU.
Uraian di atas juga memper-
lihatkan Presidenlah sebenarnya
yang melahirkan UU, karena pada
saat  Presiden  mengesahkan
(dengan menandatngani) ULU),
maka pada saat itu UU terbentuk
dan lahir. Sedangkan ketika DPR
dan DPR melakukan perannya
yang terakhir, yaitu memberi
persetujuan atas RUU, pada saat
ity belum terbentuk atau lahir UU
melainkan masih berbentuk RUU
yang telah disetujui DPR (DPD).
Karena masih RUU, maka di sini,
DPR dan DPD tidak bisa
membentuk atau melahirkan UU.
Menurut Pasal 20 Avat (5)
uuD 1945, sebagaimana
rumusannya telah diuraikan di
atas, memang dapat terjadi RUU
langsung menjadi UU tanpa
pengesahan oleh Presiden.
Ketentuan itu hanya bersifat
insidentil, yakni apabila selama
tiga puluh hari  sejak RUU
disetujui bersama Presiden dan
DPR (serta DPD) Presiden tidak
menggunakan wewenangnya
untuk mengesahkan atau menolak
mengesahkan ~ UU. Apabila
Presiden selalu menggunakan
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wewenangnya itu, maka RUU
akan selalu mendapatkan
pengesahan Presiden.

Peran  Presiden  dalam
bidang legislatif memperlihatkan
kekuasaan Presiden di bidang
pengaturan — nNegara (khusunya
dengan  UU) masih  besar,
meskipun menurut Pasal 20A
Ayat (1) UUD 1945 kekuasaan itu
ada pada DPR. Hal ini sejalan
dengan  keberadaan Presiden
setelah ULUD 1945 diubah, yaitu
sebagai jabatan yang dipilih
langsung oleh Rakyat (Pasal Ayat
(1) GUD 1945, menerima mandat
dari rakvat, diserahi fungsi
sebagai kepala negara dan kepala
pemerintah.. Pola ini
menempatkan  presiden pada
jabatan yang wajib menjalankan
aspirasi rakyat, aspirasl negara.
dan aspirasi pemerintah. Namun
dalamn menjalankan aspirasi ini,
Presiden tetap perlu meminta
persetujuan bersama DPR, bahkan
DPR dalam membuat peraturan
berupa UU. Apabila dalam
membuat UU  tidak  bisa
dkilakukan karena ada kondisi
negara yang genting memaksa
(darurat), maka Presiden diberi
wewenang secara konstitusional
(Pasal 22 Ayat (1) LUD 1943
untuk  membentuk  peraturan
pemerintah sebagai penggantinyz.
yang dikenal dengan sebuian
Peraturan Pemerintah Pengzant
Undang-undang (Perpu.
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V.

PERTANGGUNGJAWABAN
PRESIDEN

Jika mengkaji Kketentuan
UUD 1945 pasca amandemen,
rersirat ketentuan yang mengatur
pertanggungjawaban Presiden.
Pertanggungjawaban itu dibeda-
kan atas duva macam, yaitu
pertanggungjawaban sebelum
masa jabatannyva berakhir dan
pertanggungjawaban setelah masa

jabatannya berakhir. Berikut ini

penulis  kemukakan  masing-
masing pertanggungjawaban
Presiden dimaksud.

1. Pertanggungjawaban
sebelum masa jabatannya
berakhir

Presiden memiliki masa
jabatan  lhma tahun  dan
sesudahnya  dapat  dipilih
kembali untuk lima tahun
berikutnya  (Pasal 7 UUD
1945). Selama masa
jabatannya Presiden diawasi
olch Dewan Perwakilan
Rakyvat (DPR) (Pasal 20A),
Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) (Pasal 22D UUD
1945), dan Badan Periksa
Keuangan (BPK) (Pasal 23E).
Pengawasan yang dilakukan
oleh DPR adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan UUD,
Ketetapan Majelis  Permu-
svawaratan  Rakyat  (Tap
MPR), pelaksanaan undang-
undang  (UU), pelaksanaan
undang-undang angrgaran

pendapatan dan belanja negara

(UUAPBN), serta kebijakan
pemerintah (Pasal 26 UU No.

22 Tahun 2003 tentang
Susunan  dan  Kedudukan
Majelis Permjusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakvat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Pewan
Perwakilan Daerah). Penga-
wasan yang dilakukan oleh
DPD  adalah  pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-
undang mengenal  otonomi

daerah, pembentukanl,
pemekaran, dan  pengga-
bungan daerah, hubungan

pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber
daya ckonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran panda-
patan dan belanja daerah,
pajak, pendidikan, dan agama
(Pasal 22D UUD 1945}
Pengawasuan  yang dilakukan
oleh BPK adalabh pengawasan
atas pelaksanaan pengclolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 23E UUD 1945)

Pengawasan yang dila-
kukan oleh BPK dan DPD
digunakan sebagai masukan
bagi DPR dalam melakukan
fungsi pengawasan terhadap
Presiden. Karena hasil
pengawasan olch BPK dan
DPD diberitahukan kepada
DPR untuk ditindaklanjuti.
Karena itu, kewenangan
melakukan tindak lanjut darn



hasil pengawasannya terhadap
pemerintah (Presiden} adalah
berada pada DPR.

Meskipun banyak aspek
yang diawasi oleh ketiga
lembaga negara tersebut di
atas, namun tidak semua
aspek  pelanggaran  vang
dilakukan oleh Presiden dapat
ditindaklanjuti oleh DPR ke
arah upaya pertanggung-
jawaban Presiden sampai
dengan pemberhantiannya dari
jabatan Presiden. Pelangaran
yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban Presiden
sampal  dengan  pember-
hentiannya hanyalah terbatas
pada “pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela,
maupun apabila Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden (Pasal 7A jo 24C
UUD  1945). Pelanggaran
aspek lain vang dilakukan
oleh Prestden dapat
dimintakan pertanggung-
jawabannya hanva sampat
pada upaya perbaikan
perbuatan  atau  kebijakan
Presiden dan tidak sampai
pada diberhentikannya dari
jabatan Presiden.

Pelanggaran  Presiden
yang dapat dimintakan per-
tanggungjawabannya hingga
diberhentikannva dari jabatan,
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dapat dibedakan atas
pelanggaran hukum pidana,
hukum tata negara, dan
pelanggaran moral.
Pelanggaran hukum pidana
meliputi: penghianatan terha-
dap negara, korupsi,
penyuapan, dan tindak pidana
berat lainnya. Pelanggaran
hukum tata negara berupa
tidak lagi memenuhi syarat
sebgai Presiden. Pelanggaran
moral  berupa  perbuatan
tercela yang dilakukan oleh
Presiden.  Apabila  dikaji,
ketentuan tersebut banyak
menimbulkan  permasalahan,
seperti mangapa hanya
perbuatan  hukum  pidana
seperti itu saja yang dapat
dimintakan pertaniggung-
jawabannya?, mengapa
pelanbggaran  hukum tata
negara  hanya  mengenai
persyaratan Presiden yang
tidak lagi dipenuhi untuk
dimintakan pertanggung-
jawabannya? Mengapa
perbuatan  moral  berupa
perbuatan tercela saja yang
dapat dihjadikan dasar untuk
meminta pertanggungjawaban
Presiden”? Apa ukuran atau
bagaimana mengukur Suatu
perbuatan Presiden tercela?
Pertanyaan-pertanyaan

di atas menunjukan masth
adanya problematika aspek
pelanggaran yang dilakukan
Presiden, yang dapat dimin-
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takan  pertanggungjawaban-
nya. Ketidak jelasan batas dan
ukuran pelanggaran tersebut
dapat  menimbulkan dilema

dalam proses meminta
persanggungjawaban Presiden,
karena akan muncul

interpretasi berberdeda bahkan
bertolak  belakang mengenai
hal 1o antara pihak Presiden
dan DPR. Terlcpas dar
dilema tersebut., yang jelas,
aspek-aspek itulah yang dapat
dimintakan
pertanggungjawaban Presiden
sampal diberhen-tikannya
Presiden dari jabatannya.
Setetah UUD 1945
diamandemen,  pelanggaran
Presiden yang ditemukan oleh
DPR tidak cukup sekadar
dugaan, tetapi harus dibuk-
tikan secara hukum. Untuk
membuktikan hal itu, DPR
mempunyai hak-hak dibidang
pengawasannya, yang menca-
kup hak interpelasi, hak
angket, hak pernyataan
pendapat, hak usul kepada
Mahkamah Konstitusi, dan
hak usul kepada MPR. Hak
interpclasi adalah hak DPR
untuk  meminta keterangan
kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis  serta
berdampak luas pada kehi-
dupan  bermasyarakat  dan
bernegara [Pasal 20A ayat (2)
UTD 1945 jo Pasal 27 huruf a

dan penjelasannya UU No. 22
Tahun 2003). Hak angket
adalah  hak DPR  untuk
melakukan penyelidikan ter-
hadap kebijakan pemcrintah
vang penting dan strategis
serta  berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang diduga
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.  [Pasal
20A Ayat (2) UUD 1943 jo
Pasal 27 huruf b dna
penjelasannya  UU  No. 22
Tahun 2003]. Hak pernyataan
pendapat  adalah hak DPR
schagal lembaga untuk
menyatakan pendapat terha-
dap kebijakan pemerintah atau
mengenai kejadian luar biasa
vang terjadi di tanah air atau
situasi  dunia  internasional
disertai dengan rckomendasi
penyelesaiannya atau sebagal
tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket
atau terhadap dugaan bahwa
Presiden  dan/atau  Wakil
Presiden melakukan pelang-
garan hukum berupa
penghianatan tcrhadap ncgara.
korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau
perbuatan  tercela  maupun
tidak lagi memenuhi syarat
schagai Presiden atau Wakil
Presiden [Pasal 20A Ayat (2)
UUD 1945 jo Pasal 27 huruf ¢
dan penjelasannya UU No. 22
Tahun 2003].



Apabila dengan meng-
gunakan hak-hak tersebut
DPR  menyatakan Presiden
diduga melakukan pelang-
garan  hukum atau moral
sepedi disebutkan di atas,
DPR berhak mengajukan usul
kepada Mahkamah Konstitusi
untuk mengadili dan memutus
tentang pelanggaran yang
dilakukan oleh Presiden [Pasal
7B jo 24C Ayat (2) UUD
1945]. Pengajuan usul tersebut
dapat dilakukan DPR apabila
mendapat dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlag
anggota DPR  yang hadir
dalam sidang paripurna yang
dihadiri sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota DPR.
Berdasarkan usulan tersebut,
Mahkaman Konstitusi ber-
sidang untuk membuktikan
dan memutus dugaan DPR
tentang pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh Presiden,
Persidangan  dan  putusan
Mahkamah Konstitusi sudah
dapat dihasilkan paling lama
sembilan puluh hari sejak
menerima usul persidangan
dari DPR. Putusan Mahkamah
Konstitusi atas hal tersebut
disampaikan kepada DPR.
(Pasal 7B jo Pasal 24C UUD
1945),

Setelah menerima putus-
an Mahkamah Konstitusi,
DPR menyeleng-garakan
Sidang  Paripurna  untuk
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meneruskan usul
pemberhentian Presiden
kepada MPR. (Pasal 7B UUD
1945}, Apabila sidang
menyetwu usui tersebut, maka
Ketua DPR mengajulkan usul
kepada MPR agar menyeleng-
garakan sidang guna mem-
berhentikan  Presiden  dati
Jabatannya. Atas dasar usul
tersebut MPR wajib menye-
lenggarakan sidang paripurna
untuk memutus usul DPR
paling lama tiga puluh hari
sejak MPR menerima usul
tersebut (Pasal 7B UUD
1945). Rapat paripurna MPR
wajib  dihadiri  sekurang-
kurangnya 3% dari seluruh
anggota MPR. Sebelum MPR
mengambul putusan, Presiden
terlebuh dahulu diberi
kesempatan  untuk  men-
jelaskan pelang-garan hukum
yang diduga oleh DPR.
Berdasarkan usulan DPR dan
penjelasan  Presiden, MPR
membahas dan  memutus
masalah tersebut yang wajib
disetujui  oleh  sekurang-
kurangnya 2/3 dari anggor
MPR yang hadir pada sidang
paripurna (Pasal 7B jo Pasal
24C UUD 1945). Apabila
putusan MPR  memperkuat
dugaan DPR, maka MPR
memberhentikan Presiden dari
jabatanyya (Pasal 3 UUD
1945).
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Ketentuan  yang meng-
atur proses atau mekanisme
pemberhentian  Presiden  di
tengah  masa  jabatannya
tersebut di atas tidak serta
merta pemberhentian Presiden
darl Jabatannya. Ada
persyaratan-persyaratan  vang
harus dipenuhinya. Pertama,
dugaan pelanggaran hukum
olch Presiden wajib
dibuktikan di depan sidang
Mahkamah Konstitusi. Kedua,
sidang MPR harus memenuhi
korum dan putusan pem-
berhentian Presiden oleh MPR
juga harus memenuhi syarat
Jumlah  dukungan anggota
MPR seperti tersebut di atas.
Ini berarti, apa yang diduga
oleh DPR bahwa Presiden
melanggar hukum belum tentu
terbukti  oleh  Mahkamah
Konstitusi.  Apabila  dapat
dibuktikan  di  Mahkamah
Konstitusi, Presiden belum
tentu  diberhentikan  dari
Jabatannya  apabila  persi-
dangan MPR tidak memenubhi
korum atau putusan MPR
tidak memenuhi syarat jumlah
dukungan  anggota ~ MPR.
Kondisi ini dapat menim-
bulkan tga kemungkinan,
Pertama dugaan kesalahan
Presiden tidak dapat
dibuktikan oleh Mahkamah
Konstitusi, sehingga Presiden
tdak  dapat  diberhentikan.
Kedua.  dugaan  kesalahan

Presiden dapat dibuktikan
olech  Mahkamah Konstitusi
dan  mendapat  dukungan
pember-hentian dari anggota
MPR, sehingga  Presiden
diberhen-tikan dati
Jabatannya. Ketiga, dugaan
kesalahan ~ Presiden  dapat
dibuktikan oleh Mahkamah
Konstitusi tetapi tidak
mendapat  dukungan  pem-
berhentian dari anggota MPR,
sehingga Presiden tetap tidak
diberhentikan. Di antara tiga
kemungkinan tersebut,
kemungkinan yang ketiga
yang sangat 1ronis, karena
seorang vang tclah terbukti
bersalah (melanggar hukum)
ternyata tidak dapat
diberhentikan dari  jabatan-
nya. Pada kondisi vyang
demikian, Indonesia dipimpin
oleh seorang Presiden yang
melanggar hukum. Apabila
pelanggaran hukum itu berupa
korupsi, maka dalam kondisi
seperti  tadi, dapat terjadi
Indonesia  dipimpin  oleh
Presiden koruptor.

Pertanggungjawaban di
Akhir Masa Jabatan
Pertanggungiawaban

Presiden dapat terjadi pada
akhir masa  jabatannya.
Setelah UUD 1945 diaman-
demen, ketentuan yang
mengatur hal 1t tidak ada.
Apakah setelah berakhir masa



jabatannya, Presiden harus
mempertanggung-jawabkarn
jabatan yang telah
dilaksanakan? Bagaimana
mekanisme pertanggung-
jawaban itu? Kepada siapa
pertanggungjawaban
Presiden? Apa dampak hukum
dari pertanggungjawaban
tersebut? semua pertanyaan
itu tidak ada jawabannya
dalam UUD 1945 setelah
diamandemen.

Hal di atas berbeda
dengan ketentuan saat UUD
1945 belum diamandemen.
Saat itu ketentuan tentang
pertangpgungjawaban  Presi-
den di akhir masa jabatannya
terdapat pada Pejelasan UUD
1945, Dalam  Penjelasan
tersebut  dinyatakan @ “

Presiden diangkat oleh
Majelis,  bertunduk  dan
berrtanggungjawab kepaa

Majelis...”(Penjelasan  Um-
um angka II1.3). Ketentuan
dalam penjelasan ini sebagai
konsekuensi dari  ketentuan
Pasal 6 Avat (2) vyang
menyatakan  Presiden  dan
Wakil Presiden dipilih dan
diangkat oleh MPR dengan

suara terbanyak. Dari
ketentuan ini tampak terlibat
bahwa Presiden harus

mempertanggungjawabkan

tugas yang telah dilaksana-
kannya. Pertanggungjawaban
jitu dilakukannya di hadapan
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MPR. Pertanggungjawaban itu
dapat diterjadi pada akhir
masa jabatannya atau di dalam
masa jabatannya.

Hilangnya ketentuan
pertanggungjawaban Presiden
di akhir masa jabatannya
terkait dengan ketentuan yang
mengatur pengangkatan
Presiden. Setelah UUD 1945
diamandemen, Presiden tidak
lagi dipilih dan diangkat oleh
MPR tetapi dipilith langsung
oleh rakyat dan dilantik oleh
MPR {(Pasal 6 jo Pasal 3).
Pemilthan  Presiden  oleh
rakyat  dilakukan  melalui
mekanisme pemilihan umum,
yang secara operasional diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam ketentuan itu, yang
menentukan seorang menjadi
Presiden adalah rakyat,
sedangkan MPR hanyalah
sebagai lembaga negara yang
berfungsi hanya melantik
Presiden. Dari ketentuan int,
apakah MPR tetap harus
bertanggungjawab kepada
MPR?, tampaknya UUD 1945
pasca  amandemen  tidak
mengaturnya demikian.

Dari ketentuan di atas.
pertanggungjawaban Presiden
diakhir masa jabatannva pasca
amandemen UUD 1945 udax
menyiratkan pertangguns-

jawaban formal seperti vanz
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dilakukan Presiden sebelum
UUD 1945 diamandemen.
Pada waktu itu, Presiden harus
menyampaikan pidato
pertang-gungjawabannya  di
hadapan MPR dalam Sidang
Paripurna MPR. Pidato itu
dibahas dan dinilai oleh MPR,
kemudian MPR menetapkan
sikapnya, apakah menerima
atau menolak pertang-
gungjawaban tersebut. Setelah
UUD 1945 diamandemen, hal
seperti itu tidak diatur lagi. Di
Akhir masa  jabatannya
Presiden  hanya  memper-
tanggungjawabkan tugas yang
dilaksanakannya secara modal
kepada rakyat. Tidak ada
acara pidalo  pertanggung-
jawaban yang perlu
disampaikan oleh Presiden.
Rakyat (setiap orang) diberi
kebebasan  untuk  menilai
Kinerja Presiden yang telah
berakhir ~masa jabatannya.
Atas dasar penilaian  itu,
rakyat diberi kebcbasan untuk
memilih kembali atau tidak
mantan  Presiden  tersebut
untuk menjadi Presiden
kembali pada masa jabatannya
yang kedua. Pertanggung-
jawaban seperti ini dapat
penulis  katakan  sebagai
bentuk pertanggung-jawaban
secara  diam-diam, karena
secara diam-diam  rakyat
mentlai kinerja ~ mantan
Presiden  dan beban  me-

nentukan apakab rakyat akan
memilihnya  kembali  atau
tidak menjadi presiden pada
masa jabatannya yang kedua.

VI. PROBLEMATIKA
Pertanggungjawaban
Presidden  pasca  amandemen
UUD 1945 sepertt  di atas
mengandung problematika yang
sangat berpengaruh pada
kehidupan ketatanegaraan
Indonesia. Berikut ini penulis
uraikan problematika dimaksud.

1. Pembuktian pelanggaran
hukum oleh Presiden
Sebagaimana  dikemu-
kakan di  atas. dugaan
pelanggaran  vang dilakukan
oleh Presiden dibedakan atas
pelanggaran  hukum pidana,
hukum tata negara, dan moral.
Pelanggaran 1u harus
dibuktikan oleh Mahkamah
Konstitusi. Problecmnya adalah
apakah Mahkamah Konstitusi
mampu  melaku-kan  proses
peradilan pidana untuk
membuktikan pelanggaran
hukum pidana, seperti
penghianatan terhadap negara,
korupsi, atan tindak pidana
herat lainnya? Mengapa hanya
pelenggaran-pelanggaran
hukum pidana itu saja yang
dijadikan dasar untuk
meminta pertanggungjawaban
Presiden, sedangkan vyang
lainnya  tidak?  Mengapa



Mahkamah Konstitusi hanya
mengadili pelanggaran hukum
tata negara yang menyangkut
persyaratan Presiden, padahal
banyak aspek hukum tata
negasa yang bisa dilanggar
oleh Presiden? Siapa yang
dapat mengadili pelanggaran
hukum tata negara yang
dilakukan oleh Presiden selain
yang menyangkut persyaratan
Presiden? Apa ukuran dan
perbuatan tercela  yang
dilakukan oleh  Presiden?
Bagaimana Mahkamah Kons-
titusi mengukur perbuatan
Presiden sebagai perbuatan
tercela?

Menurut penulis
beberapa permasalahan di atas
muncu! karena adanya
kerancuan konsep dan
sempitnya batas pelanggaran
yang dilakukan oleh Presiden.
Kerancuan konsep terletak
pada percampuran penye-
lesaian pelanggaran hukum
pidana dan hukum tata negara
di tangan Mahkamah
Konstitusi. Sempitnya batas
pelanggaran terletak bapda
hanya pelanggaran tindak
pidana tertentu dan pelang-
garan hukum tata negara
tertentu yang dapat diadili
untuk mempertanggungjawab-
kan Presiden. Konsep di atas
tidak mencerminkan penye-
lesaian pelanggaran hukum
secara  komprehensip dan
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persamaan pertakuan hukum,
karena ada pemisahan proses
hukum  atas  pelanggaran
hukum vang sama.

Penulis  berpendapat
sebaiknya pelanggaran atas
hukum vang dilakukan oleh
Presiden tidak dibatasi. dan
yang mengadili pelanggaran
itu  tidek  hanva  oleh
Mahkamah Konstutisi. Semua
pelanggaran hukum pidana
dapat dijadikan dasar untuk
meminta pertanggung-
jawaban Presiden, dan
lembaga yang membuktikan
pelanggarannya adalah
Mahkamah Agung. Selain 1tu.
semua pelanggaran hukum
tata negara dapat dijadikan
dasar untuk meminta per-
tanggungjawaban Presiden
dan lembaga yang membuk-
tikan pelanggarannya adalah
Mahkamah Konstitusi.
Khusus perbuatan pelang-
garan moral, sebaiknya tidak
hanya perbuatan tercela, tetapi
juga  perbuatan  lainnya.
dengan kriteria yang dapat
diukur. Lembaga vang
berwenang membuktikannyva
adalah Mahkamah Agung.

. Syarat kuorum MPR

Sebagaiamana dikemu-
kakan di atas, korum minimal
% anggota MPR hadir dan
minilal 2/3 dari anggota MPR
yang hadir menveTI
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pemberhentian Predisen dapat
menjadi  problematika  ter-
hadap  pertanggungjawaban
Presiden. Korum 1tu dapat
menghambat  bahkan  bisa
rhenggagalkan pemberhen-
tian Presiden dari jabatannya
Problematikanya adalah akan
dapat terjadi seorang Presiden
vang dinyatakan melanggar
hukum  oleh  Mahkamah
Konstitusi. tetapi tidak dapat
diberhentikan dari jabatannya,
karena korum tersebut tidak
terpenuhi. Bahkan bisa terjadi,
Presiden vang telah dinya-
takan bersalah melaku-kan
korupsi  (koruptor)  tetap
menjadi Presiden kareha tidak
bisa diberhentikan oleh MPR.
Ini sangat ironis dan tidak
sejalan  dengan  Kepastian
hukum. Karena itu, apabila
pelanggaran  hukum  oleh
Presiden telah dibuktikan oleh
pengadilan,  dan Presiden
dinyatakan bersalah, maka
sebaiknya putusan pengadilan
it dijadikan dasar secara
otomatis olch MPR  untuk
memberhentikan Presiden dari
jabatannya. Hal ini sama
seperti MPR tinggal melantik
Presiden yang telah dipilih
oleh rakyat.

Konsekuensi
pertanggungjawaban di
akhir masa jabatan

Dengan tidak adanya
ketentuan dan mekanisme
pertanggungjawaban  jabatan
Presiden di  akhir masa
jabatannya, akan berdampak
pada tidak adanya kewajiban
memikul resiko yang ditim-
bulkannya, Seorang yang telah
menjalankan kekuasaan dan
tanpa ada penilaian terhadap
pelaksa-naan kekuasaan itu di
akhir masa jabatannya, akan
menimbulkan kecenderungan
orang menyalahgunakan
kekuasaannya, karena merasa
tidak ada resiko yang harus
ditanggung di akhir masa
jabatannya. Apalagi peniliaian
vang dilakukan oieh
masyarakat  (rakyat) tidak
memiliki standar, mekanisme,
dan pertang-gungjawaban
resiko atas jabatannya yang
lalu. kecenderungan penyalah-
gunaan kekuasaan itu makin
ada.

Jabatan Presiden
adalah jabatan politik dan
jabatan hukum, yang ber-
dampak Tuar pada kehidupan
negara dan masyarakat. Agar
ada kontrol dan konsekuensi
terhadap resiko, muka perlu
ada pertanggungjawaban
jabatan secara pelitik maupun
secara hukum. Pertanggung-
jawaban secara hukum telah
diatur dan dan memiliki
meckanisme seperti di  atas,
sedangkan pertanggungjawab-



an politik, khusunya dalam
kaitannya dengan pertang-
gungjawaban di akhir masa
Jabatan belum diatur.
Alangkah  tidak  adilnya,
Presigden (andaikata) vang
tidak mampu melak-sanakan
tugasnya selamat dari
pertanggungjawaban, hanya
karena rakyat tidak ada
keharusan mempertang-
gungjawabannya. Karena itu
menurut  penulis, sebaiknya
pertanggungjawaban  Presi-
den di akhir masa jabatan
tetap perlu diadakan dan
diatur dalam UUD 1945,
Pertanggungiawaban itu
dilakukannya di  hadapan
lembaga permusyawaratan
Rakyat, vyaitu MPR. Ini
sebagai  konsekuensi  dari
MPR vang telah melantik
Presiden atas nama rakyat,
sehingga MPR juga menilai
pertanggungjawaban Presiden
atas nama rakyat.

VII. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas,
penulis  dapat menyimpulkan
bahwa pertanggungjawaban
Presiden pasca amandemen UUD
1945 tidak diatur secara eksplisit.
Meskipun  demikian,  secara
implisit, pertanggung-jawaban ini
telah ada dalam UUD 1945,
Pertanggungjawaban itu dibeda-
kan atas dua macam, yaitu
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pertanggungjawaban Presiden di
dalam masa jabatannya dan
pertanggungja-waban Presiden di
akhir masa jabatannva. Pertang-
gungjawaban Presiden di dalam
masa jabatannya terkait dengan
adanya pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Presiden,
sedangkan  pertanggungjawaban
diakir masa jabatannya terkait
dengan selesainya masa jabatan
Presiden.

Pertanggungjawaban  Presi-
den di dalam masa jabatan
dilakukan dihadapan MPR setelah
mendapat putusan Mahkamah
Konstitusi  atas  pelanggaran
hukum vang dilakukannya.
Pertanggung-jawaban di  akhir
masa jabatan dilakukan secara
diam-diam di hadapan rakyat/
masyarakat. Kedua bentuk per-
tanggungjawaban tersebut masih
menimbulkan problematika, yang
berdampak pada Kketidakpastian
tentang pertang-gungjawaban
Presiden. Untuk itu sebaiknya
UUD 1945 merumuskan kembali
ketentuan tentang pertanggung-
jawaban Presiden.
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